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HALAMAN PERSEMBAHAN  

 

 

Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan teruntuk : 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, yang InsyaAllah akan 

senantiasa melahirkan Pengabdi Negara yang Beriman, Berjiwa Patriot dan 

Kesatria…. 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang InsyaAllah dengan segenap 

tumpah daya dan upayanya, akan senantiasa menjadi pilar terdepan dalam 

menjamin perlindungan dan kepentingan masyarakatnya, dengan memaksimalkan 

fungsi primer (pelayanan, pengaturan), dan juga fungsi sekundernya 

(pembangunan, pemberdayaan)…. 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terkhususkan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, yang InsyaAllah akan senantiasa 

melahirkan pengabdi-pengabdi agama dan negara yang muda mendunia, unggul 

dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang memiliki kompetensi teoritik dan 

teknis di bidang pemerintahan berstandar global, yang berlandaskan nilai- nilai 

Islam untuk kemaslahatan umat di level nasional dan internasional pada 2021.  

Serta secara komprehensip teruntuk teman-teman akademisi muda mendunia, 

para stakeholders pemerintahan dan masyarakat yang berkepentingan. Besar 

harapan penulis agar kiranya karya ilmiah ini mempunyai daya manfaat data dan 

berdaya guna bagi bahan pertimbangan perbaikan kedepan harinya. 
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MOTTO  

 

“Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas 

segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah 

diantara kamu yang lebih baik amalnya, Dan Dia Maha Perkasa Maha 

Pengampun”. (QS. Al-Mulk : 1-2) 

“….Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujaadilah : 11) 

“….Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada yang lebih Maha 

Mengetahui”. (QS. Yusuf : 76) 

 “Kamu tidak bisa menjadi seorang yang beriman dan seorang yang tidak beriman 

dalam waktu yang bersamaan, seorang sekuler tidak boleh mengaku dirinya 

seorang muslim, bagi seorang muslim ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala adalah yang 

Maha Tinggi dan Maha Berkuasa” “Mesjid adalah barak kami. Kubah adalah topi 

baja kami, Menara mesjid adalah bayonet kami. Orang-orang yang beriman 

adalah tentara kami”. (Recep Tayyip Erdogan - President Of Turkey) 

“Muslim yang tidak pedulikan urusan politik, akan dipimpin oleh politikus yang 

tidak pedulikan urusan orang muslim”. (Necmettin Erbakan - Prime Minister Of 

Turkey 1996-1997) 
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“Alhamdulillahilazi lahu ma fis samawati wama fil ardi, wa lahul hamdu fil 

akhirah, wa huwal hakimul khabir.” “Allahuma shali ala Muhammad wa ala ali 

Muhammad, khamasalaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wabarik ala Muhammad 

wa ala ali Muhammad, kamabarakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Fil alamina 

innaka hamidun majid.”  

Rasa terimakasih kami yang mendalam tak pernah lepas kami ucapkan atas 

segala bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, dan segala bentuk 

dukungan serta motivasi yang diberikan, yaitu kepada : 

1) Abah dan Mamah atas segala bentuk doa, kasih sayang, ilmu yang bermanfaat, 

bimbingan, arahan, motivasi, dukungan, dan segala bentuk perjuangan, 

pengorbanan, lelah dan letihnya yang sama sekali tidak akan pernah ternilai, 

terganti dengan segala sesuatu apapun, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

membalas setiap keringat yang terkucur lembut di kulit manis Abah dan Mamah 

dengan balasan pahala yang terbaik di sisi-Nya dan ridho-Nya di dunia dan 

akhirat, serta menghadiahkan surga yang terbaik untuk Abah dan Mamah. 

2) Kakak serta Adik kami yang tercinta. Terimakasih atas segala bentuk doa, ilmu 

yang bermanfaat, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungannya. 

3) Keluarga besar yang kami cintai di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banjarmasin, 

Palangkaraya, Kuala Kapuas, Muara Teweh, yang tidak bisa disebutkan satu- 
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persatu. Terimakasih atas segala bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, 

arahan, motivasi, serta dukungannya. 

4) Dosen-dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY yang sangat kami cintai, 

sangat kami hormati, dan sangat kami banggakan,  Prof. Dr. H. Achmad 

Nurmandi, M.Sc., Dr. Dyah Mutiarin M.Si., Dr. Titin Purwaningsih, S.IP, M.Si., 

Dr. Suranto, M.Pol., S.IP, M.Si,  M.Si., Eko Priyo Purnomo, S.IP, M.Si, M.Res., 

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., Dra. Hj. Atik Septi Winarsih,  Bambang Eka Cahya 

W, S.IP, M.Si., Dr. Ulung Pribadi, M.Si., Dr. H. Muchamad Zaenuri, M.Si., Dr. 

Zuly Qodir, Drs. Juhari Sasmito Aji, M.S, Dr. (Cand.) Isnaini Muallidin, MPA, 

Awang Darumurti, S.IP, M.Si, Bahtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.,MPA, David 

Efendi, S.IP, MA, Dr. (Cand.) Tunjung Sulaksono, S.IP, M.Si., Erni Zuhriyati, SS, 

S.IP, Drs. Suswanta, M.Si., Dr. Inu Kencana Syafi'I, Hj. Rahmawati Husein, SS, 

MCP.,  Dr. (Cand.) Ane Permatasari, S.IP, MA., Dr. (Cand.) Dian Eka 

Rahmawati, S.IP, M.Si., serta dosen-dosen muda Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY 

yang sangat kami banggakan, sangat kami cintai dan sangat kami hormati, Sakir 

S.IP, M.IP., M. Eko Atmojo S.IP, M.IP., Asmarawati Handoyo, S.IP, M.A., Rijal 

Ramdani, S.IP, M.PA, Dewi Sekar Kencono, S.IP, M.Si,  Terimakasih atas segala 

bentuk doa, ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, motivasi, serta 

dukungannya 

5) Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X (sebagai Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi DIY), Ir. Gatot Saptadi (Sekretaris Daerah DIY), 

Arif Noor Hartanto, S.IP. (Wakil Ketua DPRD DIY), Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec  
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(Asisten Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY), Prof. Dr. Mohammad Mahfud 

MD., S.H., SU. (Ketua Parampara Praja DIY), Drs.Tavip Agus Rayanto, M.Si., 

(Ketua Bappeda DIY), Drs. H. Umar Priyono, M.Pd. (Kepala Dinas Kebudayaan 

DIY), Drs. Bambang Wisnu Handoyo, MM. (Kepala Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah/DPPKAD DIY), Ir. Hananto Hadi 

Purnomo, M.Si (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang), Agustina Pangestujati 

S.IP (Kepala Sub Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY), Noviar 

Rahmad, M.Si (Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY), Taurina 

Nugrahanu, S.Komp., M.Kom. (Kepala Sub Bagian Pengendalian Keistimewaan 

Bappeda DIY),  Ir. Agung Satrio (Kepala Sub Bagian Program dan Informasi 

(Dinas PUP dan ESDM DIY), Aris E.N. (Kepala Bidang Anggaran Belanja, Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah/DPPKAD DIY). 

6) Seluruh staf dan karyawan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, Ibu Ning, Pak 

Wisnu, Mas Wahid, Mas Iqbal, Mba Dilla. Terimakasih atas segala bentuk doa, 

ilmu yang bermanfaat, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungannya. 

7) Teman-teman Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, yang selama ini telah bersama-

sama di dalam bingkai persahabatan yang Unggul, Islami, Muda & Mendunia, 

pengabdi-pengabdi agama dan negara, unggul dalam pengembangan ilmu 

pemerintahan yang memiliki kompetensi teoritik dan teknis di bidang 

pemerintahan berstandar global, yang berlandaskan nilai- nilai Islam. Terimakasih 

atas segala bentuk kasih sayang dan kebersamaan, doa, ilmu yang bermanfaat, 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assallamu’allaikum Warohmatullahi Wabarokatuh…. 

“Alhamdulillahilazi lahu ma fis samawati wama fil ardi, wa lahul hamdu fil 

akhirah, wa huwal hakimul khabir.” Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala yang memiliki serta menguasai segala apa yang ada d langit dan apa yang ada 

di bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya, dan segala puja dan puji di 

akhirat bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Dialah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Rabb 

Yang Maha Bijaksana Maha Teliti”. Shalawat dan salam penghormatan senantiasa 

tercurah kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Ta’ala, manusia yang terbaik yang 

pernah dilahirkan ke muka bumi, manusia Rahmatan Lil’alamin, yaitu Rasulullah 

Muhammad Shallallahu`alaihi Wa Sallam. Menjadi benar bagi kita sebagai seorang 

hamba dan umat yang beriman dalam memulai segala disiplin kehidupan kita, dimulai 

dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan mencurahkan shalawat dan salam 

kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu`alaihi Wa Sallam. 

Skripsi ini disusun dengan judul “Analisis Kebijakan Anggaran Dana 

Keistimewaan Dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2013-2017” disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir 

sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politk Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
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1) Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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2) Dr. Titin Purwaningsih, S.IP, M.Si.,  selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3) Dr. H. Muchamad Zaenuri, M.Si., selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

4) Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih banyak atas 

ilmu yang bermanfaat, segala bentuk dukungan dan bimbingannya kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5) Dr. Suranto, M.Pol., selaku Dosen Penguji 1, terimakasih atas kritik, saran, serta 

bimbingannya untuk perbaikan skripsi ini. 

6) Isnaini Muallidin, S.IP., MPA, selaku Dosen Penguji 2, terimakasih atas kritik, 

saran, serta bimbingannya untuk perbaikan skripsi ini. 
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yang mendalam penulis ucapkan atas segala bentuk doa dan dukungannya. 
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Allah Subhanahu Wa Ta’ala, skripsi ini dapat memiliki nilai manfaat dan daya guna 
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ABSTRAK 
 
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Salah satu bentuk 
pengakuan negara atas kewenangan keistimewaan yang dimiliki DIY adalah adanya 
alokasi dana keistimewaan sesuai dengan prinsip "money follow function". Dana 
Keistimewaan DIY dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai 5 (lima) 
kewenangan urusan keistimewaan DIY, sebagaimana dijelaskan di dalam UUK 
Nomor 13 tahun 2012 pasal 7, yakni antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, 
kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan 
Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang. Adapun 
salah satu tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana 
dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 5 huruf b, salah satunya adalah 
bertujuan untuk “mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat”. Namun 
5 (lima) tahun berjalannya pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY dari tahun 
2013-2017, belum dirasakan sebagai suatu peningkatan kesejahteraan bagi 
masyarakat DIY, sebagaimana jika melihat masih tingginya angka kemiskinan pada 
pada  Maret 2017 sekitar 488,53 ribu jiwa atau sekitar 13.02%. Angka ini masih 
cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 
10.96%. Kondisi ini berimbas pada kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin, 
dimana Indeks Ratio Gini DIY sebesar 0.425% atau menjadi yang tertinggi se-
Indonesia. Menjadi dilematis ketika mengetahui dilain sisinya alokasi dana 
keistimewaan DIY terus meningkat di setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menjelaskan sejauhmana kebijakan anggaran dana keistimewaan dan 
apa saja faktor penghambat kebijakan anggaran dana keistimewaan dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat DI Yogyakarta tahun 2013-2017. Jenis 
penilitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data 
mengunakan teknik wawawancara mendalam (in-dept interview), wawancara elit 
(elite interview), serta dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran dana 
keistimewaan DIY tahun 2013-2017 belum maksimal. Urusan Kebudayaan dan Tata 
Ruang sebagai urusan yang dominan mendapatkan alokasi dana keistimewaan dan 
juga paling banyak memiliki program kegiatan, dan urusan yang paling potensial 
memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, 
hingga saat ini program kegiatan yang sudah berhasil direalisasikan belum  dirasakan 
sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY yang sejatinya sebagai penerima 
manfaat dana keistimewaan. Adapun faktor penghambat kebijakan anggaran dana 
keistimewaan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat DIY, antara lain: Target 
Angka Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Relatif Kecil, Keterlambatan 
Regulasi, Keterlambatan Distribusi Danais Dari Pusat, Pemahaman Birokrat, Gap 
Informasi Dan Tidak Ada Keterlibatan Masyarakat Desa dan Pedukuhan. Kata 
Kunci: Kebijakan Anggaran, Dana Keistimewaan, Kesejahteraan Masyarakat, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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ABSTRAC 

The State acknowledges and respects local government units of a special or special 
nature regulated by constitution. One form of state recognition of the privileges 
possessed by the special region of Yogyakarta is the allocation of privileged funds in 
accordance with the principle of "money follow function". Privileged Funds The 
special region of Yogyakarta is allocated by the central government to fund 5 (five) 
special privileges of Yogyakarta, as defined in UUK No. 13 years 2012 clause 7, (i) 
that is the positions, seat, job and authorities governor and vice governor, (ii) 
institutional affairs, (iii) culture affairs, (iv) land affairs, (v) spatial affairs. One of the 
objectives of the regulation of authority in special affairs as described in UUK No. 13 
years 2012 clause 5 point b, one of which is aiming for “realize the welfare and 
tranquility of the society”. But 5 (five) years running the implementation of the 
privileges of DIY from the year 2013-2017, has not been perceived as an increase in 
prosperity for the people of DIY, as if seeing the high rate of poverty in March 2017 
around 488.53 thousand people or about 13.02%. This figure is still quite high when 
compared with the percentage of the national poor population of 10.96%. This 
condition affects the gap between the rich and the poor, where the Gini Ratio of DIY 
is 0.425% or the highest in Indonesia. Being a dilemma when knowing on the other 
hand the allocation of DIY privilege funds continue to increase in each year. This 
study aims to determine and explain the extent of the privileges of budget policy and 
any factors that hinder the right of budget policy in realizing the welfare of the people 
of DIY in 2013-2017. The type of research used is qualitative approach. Methods of 
data collection using in-dept interview techniques, elite interviews, and 
documentation. The result of the research shows that the implementation of budget 
policy of Privilege of DIY in 2013-2017 is not yet maximal. Culture and Spatial 
affairs as the most dominant affairs get the allocation of privileged funds and also 
most have programs and activities, and also as the most potential business to 
contribute greatly to improving the welfare of the people of DIY, until now the 
programs and activities that have been successfully realized can not be perceived as 
improving the welfare of the people of DIY which is actually a beneficiary of 
privilege funds. The inhibiting factors of budget policy of privilege in realizing the 
Welfare of the DIY Community are: Targeting of Poverty Reduction Rate and 
Relative Small Inequality, Regulatory Delay, Delay Distribution of Privileged Funds 
From Central, Understanding Bureaucrats, Information Gap and No Involvement 
from Villagers and hamlet. 
Keywords: Budget Policy, Privileged Fund, Welfare Society, Special Region of 
Yogyakarta. 
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